
 

 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 48 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

TAHUN 2020-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang     

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020-

2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang     

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13      

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014              

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5494) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan   

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014             

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali    

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015   

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara   

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 590); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah  

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013     

Nomor 1538); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri        

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara   

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3              

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Tahun 2020-2024; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah   

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016  Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten   

Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

TAHUN 2020 - 2024. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah  adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

4. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari 

tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan 

baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, 

sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, 

perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa. 

5. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk  

yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 

nasional untuk kurun waktu 2010-2025 

6. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 

menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun mendatang. 

7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional   

grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan 

setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci 

pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap 

selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang 

jelas. 

 

Pasal 2 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja rinci dan 

berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi 

birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), digunakan sebagai alat bantu bagi Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan penyelesaian 

kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 

 

Pasal 3 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2020-2024 disusun dalam bentuk dokumen dengan 

sistematika sebagai berikut : 



BAB I :  PENDAHULUAN 

BAB II :  GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH 
DAERAH 

BAB III :  AGENDA REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH DAERAH 
BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI 

BAB V :  PENUTUP 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 4 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024   
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 33), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo  

Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024   

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 49),   

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 
 

 

Ditetapkan di Sidoarjo  

pada tanggal 10 Agustus 2023 
 

           BUPATI SIDOARJO, 

 
        ttd 

 

 
           AHMAD MUHDLOR 

 

 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 10 Agustus 2023 

 
Plh.  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 
                       ttd 

 

        ANDJAR SURJADIANTO 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 482 
 

 

 

NOREG PERBUP : 48 TAHUN 2023 


	BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

